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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya perlawanan terhadap 

penerapan kebijakan pidana di Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari faktor 

internal dan eksternal, yaitu: 

a. Faktor internal dapat ditemukan baik kebijakan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan maupun penyidikan, sebagai berikut: 

1) di bidang Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri dari: (i) Kewenangan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; (ii) Kebijakan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan mengandung ketentuan yang bersifat 

imperatif; dan (iii) Kekosongan upaya hukum terhadap dugaan 

malprosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

2) Di bidang penyidikan, terdiri dari: (i) terdapat prosedur penyidikan di 

Direktorat Jenderal Pajak yang diatur secara khusus dari KUHAP; (ii) 

kebijakan penyidikan tidak mengikat secara umum karena dimuat dalam 

surat edaran; (iii) formulasi kebijakan pidana pajak tidak menjamin 

kepastian hukum khususnya terkait ambang batas jumlah kerugian 

negara yang dapat dikenai sanksi pidana serta perbedaan daluwarsa 

penagihan dan penuntutan; dan (iv) kesiapan unit implementor juga 

menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan 

permohonan praperadilan.   

b. Faktor eksternal yang mendorong Wajib Pajak mengajukan permohonan 

praperadilan yaitu: (i) keinginan Pemohon untuk lepas dari 

pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kepailitan dan kedudukan 

Pemohon pada perusahaan (Wajib Pajak Badan) yang sedang disidik; (ii) 
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perbedaan persepsi tentang ultimum remedium yang diatur secara khusus 

dalam pidana pajak; dan (iii) kekosongan hukum acara pemeriksaan 

praperadilan yang menyebabkan objek permohonan praperadilan menjadi 

sangat luas dan tidak terbatas. 

c. Dari berbagai faktor di atas, harmonisasi kebijakan pemidanaan dengan 

ketentuan lain dan ketentuan yang mengatur hubungan antar kekuasaan dan 

kepentingan. Hal ini menjadi penting, karena implementasi kebijakan 

pemidanaan bukan hanya akan bersinggungan dengan kebijakan lain tetapi 

juga dengan para stakeholder yang memiliki kekuasaan dan kepentingan 

dalam proses dimaksud. 

2. Strategi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

meminimalisir pengajuan perlawanan Wajib Pajak serta mengantisipasi faktor-

faktor di atas adalah sebagai berikut: 

a. Strategi internal dilakukan dengan menguatkan 3 (tiga) aspek penting dalam 

penanganan praperadilan, yaitu: 

1) reformulasi kebijakan pidana untuk meminimalisir celah hukum 

diajukannya perlawanan; 

2) melakukan penyusunan anotasi putusan praperadilan sebagai bahan 

masukan terhadap perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan; 

3) penguatan unit implementor tetap dilakukan secara berkesinambungan 

dan menjadi strategi pertama yang dapat segera dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir pengajuan permohonan 

praperadilan. 

b. Strategi eksternal dilakukan melalui: 

1) koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan 

pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; 

2) menjajaki koordinasi dengan asosiasi konsultan hukum; 

3) mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman hukum 

acara dalam pemeriksaan praperadilan sehingga tercipta mekanisme 

yang menjamin kepastian hukum.  
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B. Saran 

Menindaklanjuti simpulan di atas, Peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengoptimalkan strategi di atas, Peneliti mengajukan rekomendasi 

sebagai berikut: 

a. Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan reformulasi kebijakan 

pemidanaan ke Biro Hukum, Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu 

melakukan kajian untuk menunjukkan urgensi reformulasi kebijakan 

sehingga prosesnya akan secara efektif dan efisien; 

b. Subdirektorat Advokasi selaku unit penanganan permohonan praepradilan 

menyusun anotasi untuk setiap putusan praperadilan sehingga permasalahan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak terinventarisasi dengan baik dan serta 

rekomendasi yang diajukan dapat ditindaklanjuti;  

c. Direktorat Penegakan Hukum melakukan penguatan unit implementor 

dengan menyusun program yang bertujuan sebagai mekanisme monitoring, 

evaluasi, dan refreshment secara berkala agar para implementor senantiasa 

mendapatkan pembaruan informasi tentang kebijakan dan perkembangan 

dinamika hukum baik secara teori dan praktik; 

d. Direktorat Penegakan Hukum memperkuat sinergi dengan aparat penegak 

hukum melalui pelatihan bersama yang materinya lebih taktis di bidang 

pidana pajak; 

e. Direktorat Penegakan Hukum bersama-sama dengan Subdirektorat Advokasi 

melakukan sosialisasi tentang kebijakan pemidanaan dengan asosiasi 

konsultan hukum untuk meminimalisir perbedaan persepsi dan penafsiran; 

f. Kementeri Keuangan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan 

ketentuan pemeriksaan permohonan praperadilan diawali dengan 

pembentukan kerja sama di bidang pengamanan penerimaan negara melalui 

penegakan hukum.   

2. Dalam rangka memitigasi risiko di masa yang akan datang, Direktorat Jenderal 

Pajak perlu mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Melakukan penelitian secara spesifik dan mendalam terhadap masing-masing 

strategi yang dijelaskan dalam hasil penelitian ini, seperti pengaturan 

kewenangan, perumusan ulang sanksi pidana, dan penentuan ambang batas 

kerugian pada pendapatan negara sebagai kriteria pemidanaan. Demi 

terciptanya kebijakan pidana yang menjamin pemulihan (restorative justice), 

dengan tetap memperhatikan perbandingan dengan lembaga penegak hukum 

lain (kepolisian dan kejaksaan) maupun dengan otoritas pajak di negara lain; 

dan  

b. Menyusun mitigasi risiko dalam penegakan hukum dengan 

mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi demi 

optimalisasi penegakan hukum dan penerapan coretax system di masa yang 

akan datang. 
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